GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN

PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Mengingat : 1o

Catatan:

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;

bahwa standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam
Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Gorontalo perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regicnal {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomer 1781)Peraturan
Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).

8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratii Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021
Nomor 1) diubah sebagai berikut :

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




1. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ Pasal 6 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
(1) Pejabat yang berwenang menyvetujui untuk perencanaan

cnugasan porjalanan dinas luar dacrah scbagai berikut:

Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan
penugasan vang memberangkatkan Pejabat Pimpinan
Tinggi Madyva, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat

Adminisirator. Pengajuan telaah uniuk pejabai-pejabat

p g

tersebut terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari
Sekretaris Daerah/Plh Sekretaris Daerah. Dalam hal
Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang
menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan
penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional
Ahli Madya dan Fungsional Ahli Utama, Pejabat Lainnya
dan Unsur Lainnya. Jika PMgjabat Pimpinan Tinggi Madya
tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui
adalah Plh. Sekretaris Daerah;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan
perencanaan penugasan vang memberangkatkan Pejabat
Fungsional Ahli Pertama, fungsional ahli Muda, fungsional
pemula, fungsional pelaksana, fungsional pelaksana
lanjutan, fungsional penyelia, Pejabat Pengawas, Pejabat
Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintahan
Provinsi sesuai dengan bidang koordinasi;

d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan
perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana
dan Pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada
di tempat/berhalangan dan penugasan daiam keadaan
mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui
adalah Plh Kepala Badan Penghubung;

e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)
sebagaimana diatur pada huruf ¢, tidak berada di
tempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh. Sekretaris
Daerah; dan

f. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan
yang memberangkatkan anggota DPRD.

(2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan
penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:

a. Gubernur/Wakil Gubernur untuk usulan perencanaan
penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal
Gubernur tidak berada di tempat, maka pejabat yang
menyetujui didelegasikan kepada Wakil Gubernur;

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan
penugasan vang memberangkatkan Pejabat Administrator,

Pejabat Fungsional Ahli Madya, Pejabat Lainnya dan Unsur
Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada
di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh.
Sekretaris Daerah;

c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten} untuk usulan

perencanaan penugasan yang memberangkatkan, Pejabat
Fungsional Ahli Muda, Pejabat Fungsional Trampil, Pejabat
Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan
Pemerintahan Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang
koordinasi;

d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan

nerialanan dinag haoi neiahat nenogawag neiahat nelakeana
Ferjalianan dinas ba 21 pejabat pengawas, pejabat pelaxsana,

dan pengikut. Jika Kepala Badan Penghubung tidak berada
di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan
mendesak dan strategis, maka pejabat vang menyetujui
adalah Plh.Kepala Badan Penghubung;

e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)

sebagaimana diatur pada huruf c¢ tidak berada ditempat

/herhalanogan maka neiahat
Jj eerhalian naxa at

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Plh.Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasai 9
Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan
dinas sebagai berikut:
a. kepala biro umum untuk SPPD Gubernur, Wakil Gubernur,
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya yang
pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat

Daerah;

usaha pada masing-masing Biro untuk SPPD di lingkungan

Sekretariat Daerah;

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."”

Dokumen ini telah ditandatgngani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




c. sekretaris SKPD untuk Inspektorat, Dinas, Badan dan
Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat lainnya vang
pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing;

d. kepala bagian administrasi, kesekretariatan, perencanaan

aAAL A

untuk Sekretariat DPRD dan pejabat lainnya
yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat
DPRD;

e. kepala sub bagian tata usaha untuk Kepala Badan
Penghubung; dan

f. verifikasi keberangkatan perjalanan dinas mencakup
ketersediaan anggaran dan kelengkapan dokumen

rang terdiri dari Telaah yang menggunakan

aplikasi SIM-PD yang telah disetujui, Surat Perintah Tugas

dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikurt :

Pasal 19
(1) Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah

menggunakan tarif riil dan di wansfer melaiui mekanisme
transaksi non tunai ke rekening biro perjalanan atau penyedia
jasa moda transportasi.

(2) Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan
Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

(3) Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam
daerah dari ibu kota provinsi ke ibukota kabupaten/kota dan
kecamatan dalam satu provinsi untuk satu kali kegiatan
ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan
Gubernur ini.

(4) Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil
untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VII Peraturan
Gubernur ini.

4. Ketentuan dalam Lampiran VI dan Lampiran VIII, Lampiran X
diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 14 Maret 2022
\GUBERNUR GORONTALO, {

Ditandatangani secara elektronik oleh :

W] Gubernur

f Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ;}ORONTALO,
-

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR .13

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1:
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBEERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF TRANSPOR PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NG KECAM ATAN JUMLAH NO. KECAMATAN e NO. KECAMATAN JUMLAH |
(RP) | (RP) (RP)
1 | KOTA GORONTALO - ] 1 ) i Y4 K(‘( nmatan Bone S 400,000
| Vli_i tan ) 7 . 5 L 4()0‘(‘)“(;(-)- 8 Kmunmmn Suwnw ’vln‘lj;:_n—n“_~ ) _ﬁ__-ﬁﬁﬁﬁ
2 |Kee nlrm!ﬂll KJ)l:a Timur T % T 2 Kt‘& umutmn Mununygu ._'15(;,—(;&‘)1 9 1 "-mew-;;_ I (-u - E 300,000
a VK(‘( lllt].ilTI;IrKUf]:-l'm.ln.—l_—- | | T 4 Kecamatan Botupoito k T 450,(:17(;; ]() Kc « m|'|;|1:||.|—l('\lnln I!; ne o Wuwﬁmﬁﬁ‘
1 |Kecamatan Kota Tengah e A4 Kecamatan Dulup 450,000 11 |Kecamatan Bulango Utara 300.000
6 [Keenmatan Kota Barat &l 5 Kecamatan Paguayaiman 400,000 12 |Kecamatan Bulango Ulu 300,000
6 |Keenmatan Duongingi _ 6 Kecamatan Paguyiaiman Pantai 45(1.()(}()‘ 13 |Kecamntan Bulango Timur 250,000
7 |Kecamatan Sipatana .. T _—— i Kecamatan Wnununn_ e el 400,000 | B 14_“}(--: amatan Bulango Selatan o e ___i'r_(_)_ﬂ(_m
8 [Keeamatan Hulonthalangi - i§ i . B o 15 ht'( mmntan [1luuukulnln D I i _'250.()()(')__'
9 |Keeamatan Dumbo Raya B N v \KABUPATEN P‘OJHUWATO o N 16 Kt s umulunm I 'F:—emm)
1 ‘ht't amatan Marisa (Thukota Kabupten) 650,000 17 |Kecamatan Kabila 250,000
11 KABUPATEN (GORONTALO 24 Kecamatan Popayinto Barat 750,000 18 [Kecamatan Botupl ngge 260,000
1 [Kecamatan Limnboto (Ibukota Kalbupaten) 00,000 3 Kecamatan Popaynto 750.000
2 |Kecamatan Batudaa Pantai 400,000 1 |Kecamatan Popaynto Timur 750,000 Vi KABUPATEN GORONTALO UTARA
3 Kecamatan Boliyohuto ) 4()().')0() 5 Kecamatan Lemito 7 750,000 1 Km uumlﬂu Kwamllul;_ (|Imknlsa Kahmnl« nl 350,000
| i— ‘I Kecamatan /{t;pﬂruga o '1()(} ;t")'()_ ‘,)_r Kecamatan Wnum;—r;mi T ?5().()(.}:; 2 Kw Amatan 'luhnmul:. 7 650,000
i 5 |Kecamatan Tolangohula o &(x—)'.lﬁr .:I’H&Kc'uunmmn an-l:iugma o 700,000 3 ;(_r‘.‘r'uumlﬂn Snmulml-a: o 650,000
6 |Kecamatan Bilato 400,000 8 Kecamatan Taluditi 700.000 4 |Kecamatan Sumalata Timur 650,000
7 |Kecamatan Tibawa 350,000 9 |Kecamatan Patilanggio 650,000 5 |Kecamatan Biawu 650.000
8 |Kecamatan Pulubala I!(X).'m 10 Kecamatan Buntulia 650.000 6 |Kecamatan Gentuma Raya 400.000
9 |Kecamatan Liinboto Barat 300,200 11 Kecamatan Duhindan 650,000 7 |Kecamatan Atinggola 400.000
10 [Kecamatan Bongomeme 300,000 12 | Kecamatan Dengilo 500.000 8 |Kecamatan Ponelo Kepulauan 500,000
11 |[Kecamatan Biluhu 1!50.&? 13 |[Kecamatan Paguat 500.000 9 |Kecamatan Mmlan: o 350.000
12 |Kecamatan Batudaa .’i()().-m 10 |[Kecamatan Tomilito 350,000
13 |Kecamatan Mootilango 400.000 v KABUPATEN BONE BOLANGO 11 |Kecamatan Anggrek 350.000
14 [Kecamatan Tilango 300,000 1 Kecamatan Suwawa (Ibukota Kabupaten) 300.000
15 |Kecamatan Tabongo 300.000 2 Kecamatan Pinogi: 1.100.000 R N
16 [Kecamatan Dungaliyo 300.000 3 Kecamatan Suwawa Timur 400.000 glfjab'::_?_lﬁpgam secara elektronik oleh :
17 |[Kecamatan Telaga 200.000 4 |Kecamatan Bulawa 400.000
18 |Kecamatan Telaga Jaya N 2«)055? 5 |Kecamatan Bone Pantai o 4()().()()()- Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
19 | Kecamatan Telaga Biru o .2?)()_\-)(7]_ 6 Kgmamatan Bone [_Qa_yﬂ -1()().()()()ﬂ
Catatan: ™~

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini




LAMPIRAN VIII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR :
TANGGAL
TENTANG

Prowvinsi

S uarnmat e

R s

13 TAHUN 2022

14 Maret 2022

I )r--ugg;/:};

CIreri g

eari

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS LLUAR DAERAH

I /W KD H / e tum

DIFRD / FPajabat
Esnclom X

2,00

Anggota DPFRID> /
FPajairat Escoloxs XX

Pajabat esolonn IXIX

TWmmuar J.mizasaym

/ Grel. IV dma

" S

COverrigr / VP leard

J.earragat l_l_il; -

.00 |

L3132 . 000,

[ eIsIsNels)

FPajabat Easelan
IV / Gol. XXX

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

e e, e e e L . e i, Vi P, e

o v/ N lannd ; A 3,00 . 1.000,00 | 556.000,00 L B56.000,00
ol ranig s tar ) s T=1e MSTSTSINSTS NN 18.000, 1.100.000,00 |  I530.000,00 S5:30. 000,00
el e/ 1 1ari . 19.000,0¢C 9 3. OO, O | L nans2.0 203C), O
| orang /11 | . FAIS ) O0O0O,0¢) | 1.7 .000,00 | Q0,00
| oranimy 17 . 000, 1 2. 000,00 [STSTSINSIE
1
L

Corenige /1 laard

5L MS0.000,00

Flerglauilig

COrearig / Vlaari

 2.071.000,00

aanglksm 13alitung

COreanigg /Pl

Flaaratery
Jevwear Flaaead

j Orang/ e

LIOD,00 |

&7 . 000,00

L3, 000,00 |

1,000,000 |
1O.000,00

HBE.000,00)

1.628.000,00)

L5 6.000,00 |

 5BB0O.00

G000

1.907 . 000,00 |

622,000,000

5. 725.0)6003,00

173,000,

Covarig /Flarvi

5381 .000,00

2 -

1.000.000,00

T1R.000,00

LT 1.000,00

| 12 ] - o . 2. T55.000,00 | 1.006.000,00 | 570.000,00  B70.000,00
1.3 ID.K.I. «Jelkkarta CIr el lﬁ/ Fleari 5. 850 .00, 00 1 .13 ¢. OO0, 03> €3E3°2 €I, OO0 30D . €I€CI0), 030D F i) OO0, O
14 e e Meviagneaka ~ Covenrag / FPlari A2 . 000, 00 1 B0, 000,00) 51,000,000 | 0 600,000,000 L6363, 000,00
15 |ID.1. Yoy aleartea _ Orang/ tlari 5.017.000,00 LGS . 000,00 | 1 5. 000,00 | 4055, 000,00 |
1es | Jevwea ‘Mo N Orarig/ Vlari “1 . OO . 00, OO S0 5. 000,00 1.076.000,00 GGA. OO0, 00 21 . 000,00
g E3eali S — Orarig/ Plnri L BO0.000,00 196G 000, 00 90,000,000 | ©910.000,00
Nusea "o aprprenna Flomrrm Orevig / Vlarcd 3.500.000, 00 2.618.000,0<) 1. 184. 000,06 | S580.000,00 LBHO.000,00
Nusa I"onggara Tiry Orang / iari 3.000.000, 00 L 193 000,00) 1. 305.000,00 | S550.000,00 LO50.000,00
Kanlirnmritan arat Orang/ari L 2.654.000,00 L 1.538.000,00 1.1:225.000,00 | 5438.000,00 2,000,000
Keaalirreompit ear 'l“‘!tl&'}_ COreny lM' Taari o “4.90 1 .(!_(_il').()(l 83.391.000,00 1.1 GHO.OOO,00 | €. OO0, 00
Kalitnarn tarn Soclataan ()I‘EI.I’I_MI leari o A TOT . 0O00D,00 3.316.000,00 1 .5()().()()(),()(‘{__m_ 510.000,00 _O510.000,00
Kalirmaeaariteara: "Firvauar Orang / Hari “4 . OO0 .0 OO 2.1 858,000,000 1.507. 000,00 BO4.000,00 HO1.000,00
Kalirmantan Utara ()rﬂrlsll Teari “1 . OO, 00 2.1858. 000,00 1.507. 000,00 BOA.0Q00,00 LBOA4 OO0 ,00

Sulawaoasi Utara

Orarig/ Hlari

4.9 19.000,00

2. 290.000,00

€229 . 000,00

TE2.000,00

TER2.000,00

26 Ciororntalo Orang/Flari 4. 165.000,00 2.5949.000,00 1.1:31.000,00 | TGA OO0, 00 ;2()4.()0()_0()
=27 Sulawasai Flarat Orang /Hari 1. O76G 000,00 2.581.000,00 1.07V5.000,00 TO4. Q00,00 TOA4. 000,00
29 Sulawaosi Sclataan ()x'ml&[ Heari 1. 820.0000 OO0 1.550. 000,00 1.0220. 000,00 ’7‘.52.()5}_5),()() T32.000,00
29 Sulawaai T'enigah Orang/ Hlari 2.309.000,00 2.027.000,00 1.56G67. 000,00 €251 .00, OO0 L9251 .000,00
30 Sulawasi TTengeara Orang / Heari 2. 175.00D,00 2.059.000,00 1.2997 . 000,00 TEG.OO0,00 THROG.O00,00
31 Mealulka Orang /Hari B.AGT .00, 00 3.200.000,00 1.0 . 000,00 GOGT7 . .O00,00 GOH7.000,00
32 Mealualcia VJtsaaren C)rﬂrlu Fleaari 3. 1720 .000D0,00 2.175.000,00 1.073.000,00 OO . OO0, 00 GHOO. 000,00
33 Pagruaa Orarnig / Flari 3. 8359.000,00 2. 3185 . 000,00 2.5221.000,00 HBH29. 000,00 H20. 000,00
39 FPapruaam Flarat OOrang / Hari 2. 872.000,00 3.212.000,00 2.056. 000,00 | T 15.000,00 V15 .000,00
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LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI GORONTALO (BERUBAH])

TARIF AKOMODASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No Uraian Jabatan Jumlah (Rp)

1 |Gubernur dan Wakil Gubernur 4.168.000
2 |Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 3.500.000
3 |Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) 2.549.000
4  |Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 2.000.000
5 |Non Struktural Gol. [Vc / keatas 800.000
0 |Eseion i /Gol 1Va dan Gol. IVD seria Unsur Lamnya 750.000
7 |Eselon IV /Non Struktural Gol. Illc dan Gol. I1Id 600.000
8 [Non Struktural Gol. I, II, [l adan Il b 500.000

&GUBERNUR GORONTALO, (

-y Ditandatangani secara elektronik oleh :
51 Gubernur

74 Drs. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
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